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ABSTRAK 

 

Josua Harepa, 201810115291, Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang 

agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat indonesia 

dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-

risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko 

pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko- risiko usaha 

pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan 

asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga 

keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Persoalan pertanian memerlukan kajian 

tersendiri, khususnya asuransi pertanian yang dilakukan di Indonesia, kemudian untuk mengetahui 

batasan komoditas yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian dan kepastian hukum bagi 

pelaksanaan asuransi pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian 

yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

(UU P3),  Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses 

Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam 

penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, dihitung 

berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau 

pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang 

dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. 

Sumber pembayaran klaim sendiri adalah dari rekening perusahaan yang berasal dari penerimaan 

premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung. Klaim yang dibayarkan penanggung 

merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi. Prosedur 

pengajuan klaim asuransi dilakukan dengan mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jasa Indonesia 

(Jasindo) yang menjadi pelaksana penjamin asuransi tersebut. Ganti rugi gagal panen yang bisa 

diklaim, antara lain, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan menular, 

perubahan iklim, banjir, kekeringan, hingga bencana alam.  

Kata Kunci : Asuransi, Pertanian, Perlindungan. 
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ABSTRACT 

 

Josua Harepa, 201810115291, Indonesia is an agrarian country so that business in the 

agrarian sector is the dominant economic activity in the life of the Indonesian people in meeting 

the needs of both its commodities and in terms of its economy. Agricultural business risks from 

time to time have increased the number of types of agricultural risks, so that special protection is 

needed against agricultural business risks. agricultural business risk so the existence of 

agricultural insurance is needed. Agricultural issues require separate studies, especially 

agricultural insurance carried out in Indonesia, then to determine the limits of commodities that 

can be protected by agricultural insurance and legal certainty for the implementation of 

agricultural insurance. This study uses a normative juridical research method. Normative legal 

research uses secondary data consisting of legal materials, secondary legal materials and tertiary 

legal materials. 

Based on the results of the study, it can be seen that the Insurance Arrangement for 

Unharvested Agricultural Products Based on Legislation in Indonesia, has been regulated in Law 

Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers (UU P3), Article 37 

states that the government and the government Regions in accordance with their authority are 

obliged to protect farmers' businesses in the form of agricultural insurance. As for the claim 

process in Insurance of Unharvested Agricultural Products Against Farmers' Losses, it can be 

seen in the determination of compensation, which states that at the time of calculating the loss, the 

price of the products is calculated without the occurrence of a disaster, at harvest or utilization, 

and the price after the occurrence. disaster. In this case, the amount of compensation paid by the 

insurer is the difference between the price of the harvest after the disaster struck. The source of 

the claim payment itself is from the company's account which comes from the receipt of premiums 

paid by several insureds. Claims paid by the insurer are part of the reciprocal obligations 

stipulated in the insurance agreement. The procedure for submitting an insurance claim is carried 

out by submitting a claim to PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) which is the executor of the 

insurance guarantor. Compensation for crop failure that can be claimed includes, among others, 

attacks by plant-disturbing organisms, infectious animal diseases, climate change, floods, 

droughts, and natural disasters. 

 

Keywords: Insurance, Agriculture, Protection. 
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